
 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pwt maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

Putusan Hakim yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap 

konsumen yang menyatakan bahwa Rachman Adi Nugroho Bin Suwadi 

selaku pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana menyesatkan pada label minyak goreng sawit merek LAPAMA, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memproduksi dan 

memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan 

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun Aparat Penegak Hukum tidak menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan 

i yaitu pelaku usaha dilarang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam 

label dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat aturan pakai, tanggal dan kode produksi, akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus di pasang/dibuat. 

Hal ini dapat menjadi bukti bahwa hak-hak konsumen dilanggar, yaitu 

dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan 
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ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (hari); 

dan terhadap barang bukti berupa 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) karton 

kemasan minyak goreng sawit merek LAPAMA isi 12 botol @800ml 

dirampas untuk Negara dengan dilelang dalam bentuk tanpa kemasan, 1 (satu) 

bendel label kemsan minyak goreng merk LAPAMA, 100 (seratus) karton 

kardus packing siap pakai bertuliskan LAPAMA Helmi-Malang dirampas 

untuk dimusnahkan, serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima 

ribu rupiah). 

B. Saran 

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 93/Pid.Sus/2022/ PN 

Pwt adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku Usaha seharusnya dapat lebih memperhatikan kembali hak dan 

kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut bertujuan 

untuk menghindari kerugian yang mungkin dapat diderita oleh 

konsumen, serta dalam pencantuman label dalam kemasan produk 

yaitu dengan cara pelaku usaha harus lebih memperhatikan dan 

mencari tahu kembali ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang- undangan. 

2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam membeli produk dan/atau 

jasa, terutama produk pangan yang label nya menyesatkan, konsumen 
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harus mencari informasi secara jelas dan benar tekait label produk 

pangan. 

Agar dalam hal ini konsumen tidak merasa dirugikan atas barang yang 

sudah dibeli yang berresiko dapat membahayakan kesehatan serta 

keselamatan konsumen. 

3. Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat lebih banyak lagi 

menerapkan pasal-pasal yang berpotensi membuat efek jera pelaku 

usaha yang melanggar dan memberi keadilan bagi konsumen sebagai 

korbanya. 

4. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan harus lebih 

ketat dan berkala dalam melakukan pengawasan terhadap produk 

pangan yang beredar di masyarakat.


